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Pasal 2

(1) Hak cipta merupakan hak eklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah
suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 72

(1) Barangsiapa yang sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal (9) ayat 9 dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau dendapaling sedikit Rp.
1.000.000,00,- (satu juta rupiah), atau pidanan penjara 7 (tujuh) tahun dan / denda paling
banyak Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual
kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait
dan sebagainya dimaksud dengan pasal (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan / atau dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00.- (lima ratus juta
rupiah).
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Abstract

Sources in the legal arguments of Usul Figh discussion divides into two, namely the proposition
Nagqli (sourced from history) which is a source of primary law and arguments' aqli (ijtihad
human mind) as a source of secondary law. Ushul figh experts disagree on the types of grouping
these laws. For example Ulama disagreements about qiyas (analogy), in which scholarly
arguments of Naqli enter it in the group, while the Ulema Maliki breaks it into parts aqli
proposition. In fact, the difference is not limited to the grouping of their arguments, however,
extends to the manhaj (methodology) law making process (istidlal) of the arguments. Where
Ulema Maliki returned proposition divide the Quran and Sunnah each To: Nash, Al "General,
understand Al Mukhalafah, Al understand Al Aula And Al Tanbih® Ala Al lllah. Making Maliki
as schools that have a legal basis of the most widely-mazahab compared to other schools.

Keywords: Decision-law (JY-4zy), Proposition Naqli (2! aJ531), Maliki (2SIW)
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Aufa Safrijal Putra
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng Meulaboh
Email: abuamru82@yahoo.com

Abstract

HAMKA interpreted his Tafsir through various approaches. The most significant one is
historical approach combined with socio-cultural scheme. Besides relating historical events with
the condition faced by Indonesian society, HAMKA also doing comparison with various holy
books. The description itself fluctuated. He often commented his interpretation elaborately if it is
related to socio-religious life. Thus, HAMKA'’s Tafsir appears to have Indonesian character. He
himself mentioned in the opening of the Tafsir that the interpretation is aimed to be a helpful tool

to deliver Islamic teachings to society. And it does not raise conflict among sects (Mazhab Figh).

Keywords: Tafsir (interpration), HAMKA
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Email: andrinirwana@yahoo.com

Abstract

Basically, ushulut tafsir is the science of Tafsir that describes the methods used by the ancient
interpreter in the digging secrets contained in the Qur'an in order to know the laws of the
Shari'ah, and bring benefit intended by Al Qur 'an. In this case, the science of Tafsir is a
collection of rules and foundations that help the interpreter to explore the secrets of the Qur'an
according to the human ability to uncover the lessons, as well as the validity level, arguments
from the Qur'an . In this case, the science of Ushul commentary explains the meaning of
understanding, experiences and secrets of the Qur'an and determine methods to figure it out, and
put the rules and principles that interpreter can execute these methods in his interpretation.

Keywords: ushulutafsir, Abdullah bin Umar
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Foladl Sy S B el eyl

Rasyidin Muhammad
LD wikigy (63 oS5 Ansl

Abstract

Undeniably, in the golden age of Islam, Muslims have been able to produce a wide variety of
disciplines. Call it AI-Khwarizmi in the field of mathematics, al-Biruni in the field of physics, Ibn
Sina in medicine, and other Muslim scientists who could not mention one by one. Breakthrough
past Muslims have many mempenguruhi world faces today. In fact, the progress of Europe
greatly owed to the Muslims. But often the journey time, Muslims began to decline. Full moon lit
up the sky always Islam, changed eclipse. Creative thinking, change kejumu and blind imitation.
This paper examines the causes of deterioration that hit Muslims. Why are people who were
once so digdaya, turned into weak? With no study of this kind is expected to open up horizons of
Muslims, and inspire all parties to jointly seek solutions to diseases that have long undermined
the people.

Keywords: Crisis, creativity, contemporary thought.
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PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN
TENTANG SUMBER HUKUM ISLAM

Oleh: Kusnadi
Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar
Email: pakkus70@yahoo.com

Abstract

Fazlur Rahman, known for his liberal ideas forged by a series of thinkers, such as the Shah Wali
Allah, Sir Syayid, Amir Ali and Igbal. He grew up in a family with a tradition of Hanafi, a Sunni
sect that is patterned rasionalitis compared with the other three schools of Sunni Shafi'i, Maliki
and Hanbali. Fazlur Rahman methodology to understand and provide solutions to a problem
are: 1). Methods of historical criticism. This method reveals the values contained in a number of
historical data, not the historical event itself. 2) .This method systematic interpretation. This
method consists of the main steps, including; First, the historical approach to find the meaning
of the text of the Koran in the stretch of his career and struggle of the Prophet. Second, is to
distinguish between the legal and the goals and objectives of the Koran. Third, understand and
set goals Qur'an with full attention to sociological background. 3). Double movement method of
double movement, in which a movement from the present situation to the time the Qur'an was
revealed, then move back to the present.

Keywords: Thought Fazlur Rahman and sources of Islamic law



Pendahuluan

Biografi

Rahman panggilan keseharian waktu
kecil dari Fazlur Rahman, lahir pada tahun
1919 di sebuah daerah terletak di barat laut
Pakistan. Fazlur Rahman terkenal dengan
pemikiran liberalnya yang ditempa oleh
sederetan pemikir- pemikir, seperti Syah
Wali Allah, Sir Syayid, Amir Ali dan Igbal.
(Taupiqg Adnan Amal, 1994 : 79). Dengan
latar belakang lingkungan semacam ini,
tidaklah  mengherankan jika  Rahman
kemudian berkembang menjadi seorang
pemikir liberal dan radikal dalam peta
pembaharuan Islam.

Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga
dengan tradisi mazhab Hanafi, sebuah
mazhab Sunni yang lebih  bercorak
rasionalitis  dibandingkan dengan tiga
mazhab Sunni lainya yakni Syafi’i, Maliki
dan Hambali. Meskipun beliau dibesarkan
dalam kalangan tradisionalis bermazhab
Hanafi, namun Rahman sejak berumur
belasan tahun telah melepaskan diri dari
lingkungan pemikiran sempit di dalam
mazhab-mazhab Sunni dan mengembangkan
pemikiran secara bebas. (Fazlur Rahman,
1979 :32).

Disamping memperoleh pendidikan
formal di madrasah, Rahman juga menerima
pelajaran keagamaan yang kontinyu dari

ayahnya, seorang ulama yang berasal dari

Ly

sebuah  madrasah  tradisional  paling

bergengsi di
didirikan oleh

Pakistan yang awalnya
Muhammad  Qasim
1867.Namun ajaran-ajaran yang berakar
tradisional itu tidak tampak mempengaruhi
Rahman, selain menanamkan rasa
keterkaitan dan keterlibatanya terhadap
Islam.
Setelah

menamatkan  pendidikan

menengah, Rahman melanjutkan
pendidikanya di Departemen Ketimuran
Universitas Punjab. Pada tahun 1942 Ia
berhasil menyelesaikan  pendidikan di
Universitas tersebut dan memperoleh gelar
Magister of Art. Pada tahun 1946, Rahman
berangkat ke Inggris untuk melanjutkan
Oxford. Di

studinya di  Universitas

universitas yang terkenal 1ini, selain
mengambil mata kuliah formal, ia giat
mempelajari  bahasa-bahasa Barat dan
mampu secara aktif menguasai bahasa-
bahasa Latin, Yunani, Inggris, Prancis,
Jerman, di samping bahasa Turki, Persia,
dan bahasa Arab, serta Urdu.Penguasaannya
terhadap bahasa-bahasa di atas, menajdi
jalan yang sangat membantu upayanya
dalam memperdalam dan memperluas
wawasan keilmuanya.

Pada tahun 1950 Rahman, berhasil
merampungkan studi doktoralnya di Oxford
dengan mengajukan sebuah desertasi

tentang Ibnu Sina. Dalam tulisan ini penulis

ingin mencoba menguraikan bagaimana
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konsep ranah pemikiran Fazlur Rahman
yang terkenal radikal dan liberal mengenai
sumber hukum Islam yakni Al-Qur’an,
Sunnah dan Hadits, serta Ijtihad-Ijma’

dalam tatanan masyarakat sekarang.

Pemikiran Fazlur Rahman Tentang
Sumber Hukum Islam
1.  Al-Qur’an

Seperti kaum  Muslimin  pada
umumnya, Rahman mengakui dan meyakini
bahwa Al-Qur’an merupakan Kalam Allah
yang diturunkan dalam jangka waktu kurang
lebih dua puluh tiga tahun, menurutnya,
“tanpa kepecayaan yang amat penting ini
tidak satupun yang dapat menjadi seorang
Muslim yang nominal.”Tetapi baginya
kepercayaan yang paling penting ini harus
dijelaskan dengan memadai. Bahkan untuk
membuktikan bahwa Al-Qur’an sumber dari
Allah, 1ia mengemukakan penjelasan
psikologis berikut ini:

Bagi al-Qur’an  sendiri, dan
konsekuensinya bagi kaum Muslim,
Al-Qur’an adalah Kalam Tuhan
(Kalam Allah). Muhammad juga
dengan  tegas  meyakini ia
merupakan penerima risalah dari
Tuhan. Kata Qur’an  berarti
“bacaan”, tidak saja menunjukan ini
secara gamlang, tetapi teks al-
Qur’an sendiri dibeberapa tempat
bahwa  al-Qur’an  diwahyukan
secara verbal, bukan sekedar
pewahyuan secara “makna” dan
ide-idenya saja. Istilah al-Qur’an
untuk pewahyauan adalah wahy
yang agak berdekatan artinya
dengan “inspirasi”, asalkan artinya

Studi Ilmu-Ilmu Keislaman

yang terakhir ini tidak dimaksudkan
untuk mengeluarkan pentingnya
cara pewahyauan dengan kata-kata
(verbal) (dengan “Kata” yang tidak
di maksudkan sebagai suara).
(Mustafa W. Hasyim, 1987 ; 14).

Pandangan di atas didasarkan, pada al-
Qur’an surat Asy-Syu’ura ayat 51-52, yang
ditafsirkannya sebagai berikut: “Allah tidak
berbicara kepada seorang manusia pun”
(yakni melalui kata-kata suara), kecuali
melalui wahy (wahyu).... Demikianlah kami
telah memberi inspirasi kepadamu dengan
suatu ruh dari Perintah Kami.Kemudian
Rahman menambahkan penjelasan
psikologisnya:

Lebih jauh, bahkan yang berkaitan
dengan kesadaran biasa, merupakan suatu
pemikiran yang keliru, untuk memandang
bahwa ide-ide dan perasaan-perasaan itu
tertampung di dalamnya dapat “dibingkai”
secara mekanis ke dalam kata-kata.
Sesungguhnya terdapat suatu hubungan
organis antara perasaan-perasaan, ide-ide
dan kata-kata. Dalam inspirasi, bahkan
dalam inspirasi puitis, hubungan antara
perasaan-ide-kata  demikian lengkapnya
sehingga prerasaan-ide-kata  merupakan
suatu kompleks total memiliki kehidupanya
sendiri.( Yamani Ahmad Zaki'1978;17)

Jadi, bagi Rahman sumber asal proses
kreatif terletak di luar capain biasa
keperantaraan (agensi) manusia, tetapi

proses disitu timbul sebagai suatu bagian

internal dari pikiran Nabi. Dengan kata lain,
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ide-ide dan kata-kata lahir dalam dan dapat

dikembalikan  kepada  pikiran  Nabi,
sementara sumber dari Allah. Berdasarkan
argumentasi semacam inilah Rahman
mengemukakan bahwa al-Qur’an itu secara
keseluruhanya Kalam Allah dan dalam
pengertian biasa juga seluruhnya merupakan
perkataan Muhammad.

Rahman  merujuk  sumber asal
psikologisnya ini dalam pemikiran Syah
Waliallah dan Igbal. Menurutnya Waliallah
bahkan beranggapan bahwa kata-kata,
ungkapan-ungkapan dan gaya bahasa al-
Qur’an telah ada dalam alam pikiran Nabi
sebelum 1a diangkat menjadi Nabi.
Sementara Igbal mengemukakan bahwa
kata-kata muncul dengan ide-ide tanpa
terkontrol secara sadar oleh nabi sebagai
penerima wahyu. Tetapi Rahman juga
menambahkan kedua pemikir besar benua
Indo-Pakistan ini tidak menyatakan secara
jelas posisi mereka.

Penjelasan psikologis tentang
pewahyauan al-Qur’an diungkapkan oleh
Rahman diatas belumlah menyelesaikan
masalah. Memang penjelasan itu dengan
gamlang memperlihatkan konsep Tuhan
yang fungsional, yang selalu memberi
petunjuk  kepada  manusia, sehingga
kemajuan dan temuan apapun yang
diperoleh manusia bersumber dari inspirasi
[lahi. Hal ini konsisten dengan konsep

Rahman tentang Tuhan yang tidak hanya
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fungsional ~ Maha  Kasih. Lantaran
pengadilan Tuhan Dia menciptakan alam
Rasul”,

kitab-kitab”, serta

semesta”,  “mengutus  para
“mewahyukan
“menunjukkan jalan kepada manusia”.
Tetapi  sekedar memberi  penjelasan
semacam itu, tentu saat harus memasukan
wahyu al-Qur’an ke dalam kategori yang
sama dengan bentuk-bentuk pengetahuan
kreatif lainnya, termasuk pengetahuan
mistis. Kenyataan ini jelas disadari Rahman.
Oleh karena itu, ia berusaha membangun
karakter ilahiah murni dari al-Qur’an dan
keunikannya dengan menampilkan
argumenberikut ini:

Telah kami nyatakan secara gamblang,
bahwa élan dasar al-Qur’an adalah moral,
dari mana mengalir penekananya yang tegas
terhadap monoteisme maupun keadilan
sosial. Hukum moral adalah abadi: ia
merupakan “perintah” Tuhan manusia tidak
bisa menciptakan atau memusnahkan hukum
moral itu: ia harus menyerahkan dirinya
kepada hukum tersebut; menyerah diri ini
disebut Islam dan pengejawantahanya dalam
kehidupan disebut ‘ibadah atau “pengabdian
kepada Tuhan”. Disebabkan penekanan al-
Qur’an yang tegas terhadap hukum moral
inilah sehingga Tuhan al-Qur’an tampak
bagi kebanyakan orang sebagai Tuhan yang
Maha Adil. Tetapi Hukum Moral dan nilai-
nilai spiritual, agar bisa dilaksanakan harus

diketahui. Adapun dalam kekuatan persepsi
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kognitif, manusia memiliki perbedaan tegas
antara dengan yang lainya sehingga tarap
yang tidak terbatas. Lebih jauh persepsi
moral dan keagamaan juga sangat berbeda
dari semata-mata persepsi intelektual, katena
dari suatu kualitas hakiki dari pertama
(yakni persepsi moral dan keagamaan)
adalah bahwa sama-sama dengan persepsi,
ia membawa suatu rasa “daya tarik” yang
istimewa serta menjadikan subyeknya
terjelma secara bermakna. Persepsi juga
persepsi moral, dengan demikian memiliki
tingkatan-tingkatan. Variasinya tidak hanya
antara individu-individu yang Dberbeda,
tetapi kehidupan batin seorang individu juga
berpariasi dari waktu ke waktu menurut
sudut pandang ini.

Jadi, seorang Nabi adalah seseorang
yang keseluruhan karakter, keseluruhan
perilaku aktualnya, rata-rata jauh lebih
unggul ketimbang manusia pada umumnya.
Ia merupakan seseorang yang tidak sabar
terhadap manusia bahkan terhadap sebagian
besar ideal mereka, serta berkehendak
menciptakan kembali sejarah. Karena itu
ortodoksi Islam mengambil kesimpulan
yang secara logis adalah benar bahwa nabi-
nabi harus dipandang kebal dari kesalahan-
kesalahan serius (doktrin); Muhammad
adalah manusia semacam itu, yang pada
faktanya merupakan satu-satunya manusia
seperti itu yang dikenal sejarah. Itulah

sebabnya seluruh perilakunya dipandang
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oleh kaum Muslim sebagai sunnah atau
"Model Sempurna". Tetapi dengan seluruh
keistimewaan ini terdapat saat-saat dimana
ia sebagaimana biasanya "melampui dirinya
sendiri" dan persepsi moral kognitifnya
menjadi sedemikian akut dan tajam hingga
kesadaranya menjadi identik dengan hukum

moral itu sendiri.

2. Sunnah dan Hadits

Pandangan Rahman tentang sunnah
dan hadis dalam kenyataannya bersumber
pada kajiannya terhadap evolusi historis
kedua konsep tersebut. Kajianya dalam
masalah ini, sebagaimana telah diungkapkan
merupakan respon terhadap kontroversi
yang berkepanjangan mengenai sunnah dan
hadis di anak benua Indo-Pakistan,
khususnya di Pakistan sendiri dan terhadap
situasi  kesarjanaan Barat. Konroversi
berkepanjangan tentang kedua konsep
tersebut di Pakistan.Demikian pula halnya
dengan respon Rahman terhadapnya. Oleh
karena itu, sebelum membahas konsepsi
Rahman tentang sunnah dan hadis, terlebih
dahulu akan digambarkan secara singkat
situasi kesarjanaan barat bertalian dengan
kedua konsep tersebut.

Ignaz Goldziher dapat dikategorikan
sebagai sarjana barat pertama yang
melakukan studi kritis terhadap evolusi
hadits. Dalam karya monumentalnya,

Muhammadanische Studien (vol. 2, 1890),
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ia mengemukakan bahwa penomena hadits
berasal dari zaman Islam yang paling awal.
Akan tetapi karena kandungan hadits yang
terus membengkak pada  masa-masa
selanjutnya, dan karena dalam setiap
generasi Muslim materi hadits berjalan
paralel dengan doktrin-doktrin aliran fiqih
dan teologi yang sering kali saling
bertabrakan, maka Goldziher menilai sangat
sulit menemukan hadits-hadits yang orisinal
berasal dari Nabi.( Fazlur Rahman, 1995;
29))

Dalam kajiannya mengenai evolusi
sunnah dan hadits, Rahman memang
memang menkonfirmasi temuan-temuan
atau teori-teori sarjana Barat tentang evolusi
kedua konsep tersebut, tetapi Ia tidak
sepakat dengan mereka bahwa konsep
sunnah Nabi merupakan kreasi kaum
Muslimin yang belakangan. Baginya, konser
sunnah Nabi merupakan "konsep yang sahih
dan operatif sejak awal Islam dan tetap
demikian sepanjang masa". Rahman
memang mengakui bahwa di dalam al-
Qur'an tidak terdapat istilah sunnah yang
merujuk pada ajaran-ajaranj ekstra-Qur'ani
Nabi, tetapi konsep sunnah  Nabi
menurutnya telah eksis sejak awal Islam.
Untuk mendukung pandangannya tentang
eksistensi sunnah Nabi ini, la merujuk
pernyataan-peryataan al-Qur'an yang
menegaskan pada diri Muhammad terdapat

uswah hasanah (teladan yang baik atau
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contoh yang harus di ikuti).Pernyataan-
peryataan al-Qur'an ini oleh Rahman
dianggap dengan jelas menyiratkan arti
bahwa kaum Muslimin sejak "sebermula"
telah memandang perilaku Nabi sebagai
suatu konsep.

Lebih jauh, Rahman juga
menganalisis surat Hasan Al-Bashri yang
ditunjukan kepada 'Abd Al-Malik Ibn
Marwan, dimana Al-Bashri berbicara
tentang "Sunnah Nabi" dalam kaitanya
dengan kebebasan manusia, walaupun ia
menyatakan bahwa tidak ada tradisi formal
dan verbal tentangnya yang bersumber dari
Nabi. Rahman, berpijak pada analisisnya
itu, mengemukakan bahwa surat tersebut
memberi petunjuk positif tentang Sunnah
Nabi. Demikian pula, ia menganalisis syair
Al-Kumayt, seorang penyair pro-Hasyimi
yang hidup pada abad ke-1 dan awal abad
ke-2 H, serta surat Khalifah 'Umar Ibn
Khathab dimana dikemukakan bahwa 1a
menunjuk  orang-orang tertentu  untuk
mengajarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabidi
beberapa tempat. Analisis terhadap data
sejarah ini menyampaikan Rahman kepada
kesimpulan:  "tidak  diragukan = bahwa
terdapat sunnah Nabi."

Setelah menegaskan bahwa konsep
sunnah Nabi tidak dimaksudkan untuk
bersifat spesifik secara mutlak, Rahman lalu
mengemukakan bawa kandungan sunnah

Nabi itu tidak banyak jumlahnya: Menurut
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analisis Fazlur Rahman “keseluruhan
gambaran biografi Muhammad jika kita
melihat di  balik penggambaran yang
diberikan oleh literatur hukum abad
pertengahan yang sangat banyak itu tentu
saja tidak memiliki tendensi untuk memberi
kesan tentang Nabi sebagai pan-legis yang
dengan cermat memberikan aturan yang
mencakup  seluruh  bidang  kehidupan
manusia secara terinci, dan aturan
pemerintahan  hingga aturan  bersuci.
Sesungguhnya bukti-bukti sangat kuat
menunjukan bahwa Nabi pada dasarnya
merupakan seorang pembaru moral manusia,
dan bahwa di samping keputusan yang
sekali-sekali dikeluarkanya dalam kasus-
kasus, ia jarang berpaling kepada legislasi
umum sebagai suatu cara untuk memajukan

Islam.

3. Ijtihad-Ijma’

Seperti gagasanya dalam al-Qur'an
dan sunnah sebagai sumber hukum Islam,
konsep Rahman mengenai ijtihad dan Ijma’
juga didasarkan pada studinya terhadap
evolusi kedua prinsip tersebut dalam sejarah
Islam awal. Rahman menemukan adanya
hubungan organis antara Sunnah Nabi dan
aktivitas  ijtihad-ijjmak. Sunnah kaum
Muslimin awal merupakan hasil aktifitas
ijtihad personal, melalui instrumen qias,
terhadap sunnah ideal Nabi yang kemudian
mengkristal kedalam bentuk ijma' atau

sunnah yang hidup. Di samping itu, Rahman
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juga menemukan bahwa ijma' atau sunnah
kaum Muslim awal ini, pada dasarnya
merupakan suatu proses yang semakin
meluas secara terus menerus. (Fazlur
Rahman: 1-2).

Dengan kata lain, ijmak tidaklah
statis, tetapi berkembang secara demokratis
kreatif dan dinamis: ijma' berorientasi ke
depan. Fenomena lain yang ditemukan oleh
Rahman adalah bahwa sunnah-ijma' ini tidak
menghilangkan perbedaan-perbedaan
pendapat serta memiliki karakter regional.
Namun karena keberhasilan Al-Syafi'i
mengampanyekan hadis sebagai pengganti
proses sunnah-ijtithad-ijma' dan
membalikkan urutan ijtihad-ijmak menjadi
ijma'-ijtihad, maka hubungan organis antara
keduanya nenjadi rusak. Ijma', yangbagi al-
Syafi'i berarti suatu kesepakatan yang
bersifat total, tidak lagi nerupakan suatu
proses yang berorientasi kedepan yakni
sebagai produk ijtihad tetapi suatu konsep
statis dan berorientasi kebelakang dalam
kesepakatan generasi-generasi muslim pada
masa lampau.(Fathurrahman Djamil, 1995 :
12).

Berdasarkan temuan-temuan itulah
Rahman membangun konsep kembarnya
tentang ijtihad dan ijmak. Baginya, ijtihad
atau jihad intelektual adalah "upaya untuk
memahami suatu teks atau preseden di masa
lampau yang berisi suatu aturan, dan untuk

mengubah  aturan  tersebut  dengan
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memperluas atau membatasi atau
memodifikasinya ~ dalam  cara  yang
sedemikian rupa, hingga suatu situasi baru
dapat dicakupkan didalamnya dengan suatu
solusi yang baru. " Aktifitas ijtihad ini
"secara alami dan  prinsipal akan
dipartisipasi oleh mereka yang terpelajar
serta memiliki wawasan yang dalam.
Dengan demikian, Rahman
memandang bahwa ijtihad bukanlah hak
privilese eksklusif golongan tertentu dalam
masyarakat Muslim: ijtthad sebenarnya
merupakan suatu upaya untuk berpikir, dan
tak seorang manusiapun yang pernah
"memberi" hak untuk berfikir kepada orang
lain "menyita" hak ini darinya. Manusia
adalah mesin berfikir, dan jika ia diberi
makan serta pendidikan yang layak, maka

secara otomatis ia akan berfikir.

Penutup

Metodelogi Fazlur Rahman dalam
memahami dan memberi solusi terhadap
suatu persoalan dengan mempergunakan 1).
Metode Kritik Sejarah Metode ini
mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung
dalam sejumlah data sejarah, bukan
peristiwa sejarah itu sendiri.2).Metode
Penafsiran Sistimatik Metode ini terdiri atas
langkah utama, diantaranya Pertama,
pendekatan historis untuk menemukan
makna teks al-Qur’an dalam bentangan

karier dan perjuangan Nabi. Kedua, adalah
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membedakan antara legal dan sasaran serta
tujuan al-Qur’an. Ketiga, memahami dan
menetapkan sasaran al-Qur’an dengan
memperhatikan secara penuh latar belakang
sosiologisnya.3).Metode Gerakan Ganda
Gerakan ganda, dimana suatu gerakan dari
situasi sekarang le masa al-Qur’an
diturunkan, kemudian gerakan kembali ke
masa sekarang metode ini bisa dilakukan
dengan (1) membawa problema-roblema
umat (sosial) untuk dicarikan solisinya pada
al-Qur’an atau (2) memaknai al-Qur’an
dalam konteksnya dan memproseksikannya
kepada situasi sekarang.
Pandangan Rahman tentang al-Qur'an
sebagai sunber hukum secara langsung
merujuk tradisi penafsiran hukum Islam
yang selama ini memperlakukan ayat-ayat
individual al-Qur'an secara harfiah dan
sebagai "Proof texts".Pandangan Rahman
terhadap sunnah, bahwa jika kembali pada
sunnah Nabi diartikan sebagai penerimaan
terhadap koleksi-koleksi hadis "shahih"
secara harfiah, maka hal ini menyiratkan arti
penerimaan total terhadap perkembangan-
perkembangan  Islam  historis  yang
terformulasikan dalam bentuk hadis-hadis
tersebut.

Gagasan Rahman tantang ijmak lebih
tertuju pada kesepakatan masyarakat di
bidang hukum, atau konsensus di bidang
penafsiran (ijtthad) ajaran-ajaran sosial al-

Qur'an dan sunnah Nabi. Wassalam
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KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR'IYAH

DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
DALAM RANGKA PEMBERIAN OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Oleh: Yusrizal

Abstract

Shari’a constitutional court is an Islamic Shari’a judiciary constituted in the Law No. 18/ 2004
as well as Law No. 11/ 2006, Law No. 4/2004 and Law No. 3/2006. With the presence of Shari’a
constitutional law in Nanggroe Aceh Darussalam, the previous religious courts merge into this
new body, hence, there is no division in religious court body in Nanggroe Aceh Darussalam.
Furthermore, it is mentioned in the law that Shari’a constitutional court is a distinguished
Jjudiciary within religious court institution. The authority of Shari’a constitutional law is no
longer limited to certain civil law cases but covers section of mua’malah and jinayah. The fact,
however, the legislation regarding Shari’a constitutional court duties is not complete yet, and
this is one of the problems facing the court.

Keywords: Mahkamah Syar’iah dan Peradilan Agama



Pendahuluan

Hukum berkembang sesuai dengan
perkembangan masyarakat. Seperti halnya di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
berdirinya suatu peradilan syariat Islam di
Nanggroe  Aceh  Darussalam  banyak
dipengaruhi oleh faktor-faktor politis,
sejarah, dan perkembangan hukum dan
lembaga-lembaganya.

Dalam rangka merebut kembali
kepercayaan rakyat guna penyelesaian
konflik Aceh secara mendasar, pemerintah
telah melahirkan dua Undang-undang, yaitu:
Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam yang telah
diganti dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Berawal dari lahirnya Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa
Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam terdapat tuntutan agar dalam
paket Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam perlu dibentuk
Mahkamah Syar’iyah.

Namun pada kenyataannya hingga
Februari 2002, baik secara hukum maupun

secara sosial sama sekali belum ada

perubahan apa-apa, kecuali bahwa di Aceh

Ly

telah lahir Dinas Syari’at Islam dengan 6
(enam) Sub Dinasnya. Sekalipun demikian
lahirnya kedua Undang-undang tersebut
membuat masyarakat Aceh sekarang ini
Commom  Platform

memiliki  sebuah

(gagasan bersama) yang dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan
membuat harkat dan martabat mereka yang
kental dengan nuansa Syariat Islam
terlindungi.’

Aceh merupakan bagian dari Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia.  Aceh
merupakan Provinsi yang diberi nama
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam? dan
telah diberikan oleh Pemerintah Pusat
berupa Otonomi Khusus dan sebagai Daerah
istimewa. Salah satu keistimewaan yang
diberikan adalah Keistimewaan di bidang
Agama yang ditetapkan dalam Undang-
undang Nomor 44 Tahun 1999. Undang-
undang Keistimewaan ini lebih diperkuat
lagi dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sebagai perwujudan pelaksanaan
Syari’at  Islam  di

Nanggroe  Aceh

Darussalam, diperlukan adanya kesatuan

'Rusjdi  Ali Muhammad, Revitalisasi
Syari’at Islam Di Aceh (Problem, Solusi dan
Implementasi) Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di
Nanggroe  Aceh  Darussalam  (Banda  Aceh:
Kerjasama IAIN Ar-Raniry Nanggroe Acech
Darussalam dengan Logos Wacana Ilmu, Ciputat,
2003), 45.

? Pasal 251 Ayat (2) Undang-undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
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Lembaga Peradilan di Aceh yang dilakukan
oleh Mahkamah Syar’iyah. Kewenangan
Mahkamah Syar’iyah ini didasarkan atas
Syari’at Islam yang diatur lebih lanjut
dengan Qanun Provinsi NAD®. Hal ini
didasarkan pada ketentuan Undang-undang
Nomor 11  Tahun 2006  tentang
Pemerintahan Aceh, Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama, Undang-undang
Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan KEPPRES Nomor 11 tahun
2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Dan
Mahkamah Syar'iyah Provinsi Di Provinsi
Nanggroe  Aceh  Darussalam,  yang
merupakan bagian dari sistem hukum
nasional.

Sejak peresmian Mahkamah
Syar’iyah pada tanggal 4 Maret 2003,
Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah
Syar’iyah Provinsi langsung menggantikan
fungsi wewenang Pengadilan Agama (PA)
menjadi wewenang Mahkamah Syar’iyah,
wewenang Pengadilan Tinggi Agama (PTA)
menjadi wewenang Mahkamah Syar’iyah
Provinsi. Hal ini sesuai dengan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2003. Pengalihan fungsi dan
wewenang pengadilan itu sejalan dengan
amanat undang-undang Nomor 18 tahun

2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

3 Pasal 128 Ayat (4) Undang-undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
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Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan
undang-undang ini, Mahkamah Syar’iyah
dijadikan sebagai peradilan syari’at Islam
dengan kewenangan absolut meliputi
seluruh  aspek syari’at Islam, yang
pengaturannya ditetapkan dalam bentuk
qanun.

Sebelum  dikeluarkan  Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar’iyah
dan = Mahkamah  Syar’iyah  Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, terdapat 2
(dua) pandangan tentang pembentukan
Mahkamah Syar’iyah berkenaan dengan
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001.
Pertama, Mahkamah Syar’iyah merupakan
badan peradilan tersendiri di luar Pengadilan
Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
Kedua, Mahkamah Syar’iyah merupakan
pengembangan Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu
kepada UU Nomor 7 tahun 1989, Tentang
Pengadilan Agama. Namun berdasarkan
Pasal 1 ayat (1) dan (3) KEPPRES Nomor
11 tahun 2003, Pengadilan Agama yang
telah ada di Provinsi NAD diubah menjadi
Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Tinggi
Agama Banda Aceh diubah menjadi
Mahkamah Syar’iyah Provinsi. Dengan
demikian, pandangan kedua itu mengandung
masalah  kekuasaan pengadilan ketika
dihubungkan dengan pelaksanaan Syari’at

Islam sebagaimana dirumuskan dalam Perda
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Nomor 5 tahun 2000, tentang Pelaksanaan
Syari’at Islam yang juga mencakup bidang
muamalah dan jinayah.

Pada satu sisi Undang-undang
Nomor 18 tahun 2001, secara tidak langsung
membatasi kekuasaan mutlak (absolute
competentie) Mahkamah Syar’iyah
sebagaimana yang menjadi kekuasaan
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi
Agama, yakni bidang perkawinan, waris,
wasiat, hibah, wagqaf, zakat, infaq, shadagah
dan ekonomi syari’ah.” Pada sisi yang lain
berkembang dalam masyarakat Aceh yang
menghendaki kekuasaan Mahkamah
Syar’iyah lebih luas.

Setelah  diresmikan pembentukan
Mahkamah Syar’iyah pada tanggal 4 Maret
2003, belum ada peraturan yang
melimpahkan kewenangan dari peradilan
umum kepada Mahkamah Syar’iyah di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Namun baru pada tanggal 6 Oktober 2004
dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan
dari peradilan umum kepada Mahkamah
Syar’iyah  Provinsi ~ Nanggroe  Aceh
Darussalam  melalui  Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor  KMA/070/SK/X/2004  tentang
Pelimpahan sebagian kewenangan dari
Peradilan Umum  kepada Mahkamah
Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam. Dalam Keputusan Ketua

* Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun
2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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Mahkamah Agung tersebut dijelaskan

bahwa sebahagian  kewenangan  dari
Peradilan Umum di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam yang tergolong ke dalam bidang
Perdata (Mu’amalah) dan Pidana (Jinayah)
sebagaimana ketentuan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum, dilimpahkan
kepada Mahkamah Syar’iyah Provinsi
Nanggroe Aceh  Darussalam. Dalam
Keputusan itu juga dijelaskan bahwa
pelimpahan kewenangan dalam perkara
Jinayah dan Mu’amalah tersebut hanya bagi
subjek hukum yang beragama Islam dalam
perkara-perkara yang ditetapkan oleh Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Sementara dalam Undang-undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
dijelaskan bahwa “Dalam hal terjadi
perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua
orang atau lebih secara bersama-sama yang
di antaranya beragama bukan Islam, pelaku
yang bukan Islam dapat memilih dan
menundukkan diri secara sukarela pada
hukum jinayah”.’

Kedudukan Mahkamah Syar’iyah
juga diatur dalam Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Peradilan Agama. Dalam Pasal 3A undang-

undang tersebut dijelaskan bahwa di

> Pasal 129 Ayat (1) Undang-undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
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lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan
pengkhususan pengadilan yang diatur
dengan Undang-Undang. Pengadilan khusus
yang dimaksud adalah pengadilan syari’ah
Islam yang diatur dalam undang-undang.
Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam yang dibentuk
berdasarkan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2001 yang oleh Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman dalam Pasal 15 ayat (2)
disebutkan bahwa: “Peradilan Syari’ah
Islam di  Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam merupakan pengadilan khusus
dalam  lingkungan  peradilan  agama
sepanjang kewenangannya menyangkut
kewenangan  peradilan  agama  dan
merupakan  pengadilan  khusus dalam
lingkungaan peradilan umum sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan
Peradilan Umum.®

Secara yuridis kedudukan
Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dalam sistem Peradilan
Nasional memiliki landasan hukum yang
kuat sebagaimana yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan

 Penjelasan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Lihat juga Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2004.
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Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh yang baru
disahkan pada tanggal 11 Juli 2006.

Kewenangan Mahkamah Syar’iyah
selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal
ini ditegaskan dalam Pasal 128 ayat (4)
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh. Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2006 dapat
mengenyampingkan peraturan perundang-
undangan yang lain yang sederajat dengan
mengikuti asas lex specialis derogaat lex
generalis, sehingga Mahkamah Syar’iyah
memiliki kewenangan yang diberikan oleh
undang-undang untuk menerapkan syari’at
Islam yang diatur dalam qanun. Mahkamah
Agung berwenang melakukan uji materil
terhadap ganun tersebut dan juga memeriksa
perkara untuk tingkat kasasi. Hal ini
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24A
Undang-Undang  Dasar 1945,  vyaitu
Mahkamah Agung berwenang mengadili
pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah undang-
undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai  wewenang lainnya yang
diberikan oleh undang-undang.’

Peradilan syari’ah di Aceh dengan
wujud Mahkamah Syar’iyah mempunyai
sejarah yang panjang yang merupakan ciri
khas dari masyarakat Aceh. Kompetensi
Mahkamah

Syar’iyah merupakan

" Pasal 24A, Undang-Undang Dasar 1945.
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kompetensi  peradilan agama dengan
perluasan, yaitu sebagian dari kompetensi
peradilan umum khususnya dalam bidang
muamalah dan jinayah menjadi kompetensi
Mahkamah Syar’iyah. Mahkamah Syar’iyah
merupakan peradilan khusus di dalam sistem
peradilan Indonesia yang berada di bawah
lingkungan Mahkamah Agung.
Dimaksudkan sebagai peradilan khusus
yaitu apabila sepanjang kewenangannya
menyangkut kewenangan peradilan agama,
maka Mahkamah Syar’iyah merupakan
khusus  dalam

pengadilan lingkungan

peradilan agama. Sedangkan  jika
kewenangannya menyangkut kewenangan
peradilan ~ umum, maka  Mahkamah
Syar’iyah merupakan pengadilan khusus
dalam lingkungan peradilan umum.®

Dalam Pasal 128 Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2006  tentang
Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa
“Peradilan syari’at Islam di Aceh adalah
bagian dari sistem peradilan nasional dalam
lingkungan peradilan agama yang dilakukan
oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari
pengaruh pihak mana pun”.’ Sementara
Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2003
tentang =~ Mahkamah  Syar’iyah  dan
Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe
bahwa

Aceh Darussalam  disebutkan

¥ Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor
4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

? Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

%378;%‘

“Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah
Syar’iyah adalah kekuasaan dan
kewenangan Pengadilan Agama, ditambah
dengan kekuasaan dan kewenangan lain
yang  berkaitan

dengan  kehidupan

masyarakat dalam ibadah dan syi’ar”."
Dengan demikian terdapat 2 (dua) kategori
kewenangan Mahkamah Syar’iyah yang
berasal dari wewenang pengadilan agama
dan pengadilan umum.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah
Agung  Republik
KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan

Indonesia ~ Nomor
sebagian kewenangan dari Peradilan Umum
kepada Mahkamah Syar’iyah di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dijelaskan
bahwa Peradilan Umum di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam baik pada
tingkat pertama maupun pada tingkat
banding tidak mengadili lagi perkara
muamalah dan jinayah, kecuali perkara-
perkara yang sedang diperiksa dan perkara-
perkara vyang telah terdaftar.'' Perkara
muamalah dan jinayah yang dilakukan oleh
non muslim tetap merupakan kewenangan

peradilan umum

"% Pasal 3 Ayat (1), Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah
Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

"' Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor
KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan sebagian
kewenangan dari Peradilan Umum kepada
Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
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Kedudukan Mahkamah Syar’iyah dalam

Sistem Peradilan Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
disebutkan bahwa penyelenggara kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan  hukum dan  keadilan
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada dibawahnya
dalam  lingkungan  peradilan  umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.

Dalam badan peradilan yang berada
di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan
dibentuknya pengadilan khusus seperti
pengadilan  anak, pengadilan  niaga,
pengadilan hak asasi manusia, pengadilan
tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan
industrial yang berada di lingkungan
peradilan umum. Pengadilan khusus dalam
lingkungan peradilan tata usaha Negara
adalah pengadilan pajak.

Dalam lingkungan pengadilan agama
juga terdapat peradilan syari’at Islam di
Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah
Syar’iyah. Peradilan syari’at Islam di Aceh
merupakan  pengadilan  khusus dalam
lingkungan peradilan agama sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan

peradilan agama, dan merupakan pengadilan
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khusus dalam lingkungan peradilan umum
sepanjang kewenangannya menyangkut
kewenangan peradilan umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas,
maka pengadilan khusus tersebut dapat
dilihat dari obyek perkara yang diadili dan
juga berdasarkan kewenangan yang dimiliki
badan peradilan. Jika dilihat dari obyek
perkara, ada  perkara-perkara  yang
memerlukan  keahlian  khusus  dalam
pemeriksaannya, bidang tersebut tidak
semua hakim dapat mengadilinya karena
keterbatasan hakim dalam bidang itu seperti
perkara niaga, hak asasi manusia dan pajak.
Selain memerlukan keahlian khusus, ada
juga pengadilan yang membutuhkan
penanganan khusus seperti pengadilan anak
agar anak yang melakukan tindak pidana
tidak merasa bahwa dirinya sedang diadili
sehingga harus diciptakan kesan
kekeluargaan bagi anak.

Peradilan syari’at Islam di Aceh
yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah
merupakan pengadilan khusus jika dilihat
dari segi wewenang yang dimiliki.
Dikatakan  pengadilan khusus karena
Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam mempunyai 2 (dua)
kewenangan sekaligus yakni kewenangan
pengadilan umum dan  kewenangan

pengadilan agama yang dilakukan oleh satu

badan peradilan.
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Mahkamah Syar’iyah dan Otonomi
Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Otonomi daerah

dituangkan dalam UU No. 22 tahun 1999

sebagaimana

telah mulai dilaksanakan sejak tanggal 1
Januari 2000, sejak saat itu, wacana
otonomi daerah mengemuka dengan
berbagai dilemma baru yang perlu pula
memperoleh solusi baru, yang sejalan
dengan perkembangan politik dalam era
reformasi  serta  sekaligus  sebagai
pelaksanaan terhadap UUD 45 yang di
dalamnya  disebutkan bahwa  sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah memberikan keleluasaan
kepada Daerah untuk menyelenggarakan
otonomi  daerah. = Wacana  tersebut
memperoleh sambutan positif dari semua
pihak, dengan segenap harapan bahwa
melalui otonomi daerah akan dapat
merangsang terhadap adanya upaya untuk
menghilangkan praktek-praktek sentralistik
yang pada satu sisi dianggap kurang
menguntungkan bagi daerah dan penduduk
lokal.

Dengan diundangkannya Undang-
undang No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah  Daerah, telah ~membawa
berbagai implikasi sebagai akibat adanya
pergeseran  kewenangan yang semula
bersifat sentralistik menjadi desentralistik.

Artinya kewenangan-kewenangan yang dulu

selalu diatur pemerintah pusat beralih

’%380%‘

menjadi  kewenangan  dan  menjadi
tanggungjawab Pemerintah Daerah. Pasal 7
ayat (1) menyatakan Kewenangan Daerah
mencakup kewenangan dalam seluruh
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan
dalam bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,
agama serta kewenangan bidang lain.'

Berdasarkan ketentuan tersebut maka
dapat dikatakan bahwa kewenangan
Pemerintah Pusat hanya sebatas menyiapkan
dan melakukan kegiatan-kegiatan yang
bersifat kebijakan sebagaimana disebutkan
dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dengan
pengecualian  menyangkut kewenangan
bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal
serta agama.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999
tersebut belum mengakomodasi tuntutan
masyarakat Aceh yang memiliki kekhususan
di bidang agama, adat istiadat dan
pendidikan. Masyarakat Aceh menuntut
adanya otonomi khusus yang tidak terdapat
dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999.
Otonomi khusus mencoba mengakomodasi
identitas  lokal ke  dalam  sistem
pemerintahan lokal, dan komunitas lokal
mengidentifikasi dirinya ke dalam sistem

yang bercorak lokal itu."?

"2 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah.

" Djohermansyah Djohan, Kebijakan
Otonomi Daerah (Jakarta: Yarsif Watampone, 1999)
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Tidak terakomodasinya tuntutan
masyarakat Aceh dalam Undang-undang
No. 22 Tahun 1999 menyebabkan
masyarakat ~ Aceh ~ menuntut  untuk
mendapatkan otonomi khusus. Pemberian
otonomi khusus kepada Aceh dituangkan
dalam  bentuk  Undang-undang yaitu
Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi
Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang
No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh
Sebagai Provinsi ~ Nanggroe Aceh
Darussalam. Undang-undang No. 44 Tahun
1999 menyebutkan penyelenggaraan
keistimewaan meliputi penyelenggaraan
kehidupan beragama, kehidupan adat,
pendidikan dan peran wulama dalam
penetapan kebijakan daerah.'
Penyelenggaraan kehidupan beragama di
daerah  diwujudkan  dalam  bentuk
pelaksanaan syari’at Islam bagi pemeluknya
dalam bermasyarakat.

Dari penjabaran di atas, terlihat
bahwa pelaksanaan syariat Islam di Daerah
Istimewa Aceh belum memperlihatkan
pengaturan terhadap lembaga peradilan.
Undang-undang ini lebih bersifat pengaturan
tahap awal terhadap hak Daerah Istimewa
Aceh untuk mengatur daerahnya sendiri

dalam bentuk kebijakan daerah.

' Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor
44  Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
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Pengaturan  terhadap lembaga
peradilan merupakan konsekuensi dari
pelaksanaan syariat Islam. Secara umum di
dalam undang-undang ini disebutkan bahwa
syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam
dalam semua aspek kehidupan. Syariat
Islam dengan sumber utamanya Al Qur’an
dan Al Hadits memuat prinsip-prinsip sistem
politik, sistem moneter, sistem
pemerintahan, dan sistem peradilan."
Prinsip-prinsip tersebut dapat diatur dalam
bentuk peraturan perundang-undangan dan
disesuaikan dengan adat-istiadat setempat.
Pada tahun 2001, untuk memperkuat
keberadaan UU No. 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi
Daerah Istimewa Aceh, maka disahkannya
UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa
Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Dalam undang-undang ini
disebutkan bahwa Provinsi Aceh adalah
provinsi yang diberi otonomi khusus dalam
bingkai  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia, pemberian otonomi khusus
tersebut juga memberikan kewenangan
kepada pemerintah provinsi Aceh untuk
membentuk Mahkamah Syar’iyah yang
merupakan bagian dari pelaksanaan syari’at
Islam. Dengan disahkannya UU No. 18
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai

5 Al Mawardi, Al Ahkam As Sulthaniyyah,
Prinsip-Prinsip  Penyelenggaraan Negara Islam
(Jakarta: Darul Falah, 2000), 9.
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Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka
Undang-undang ini memberikan pengaturan
yang lebih jelas dibandingkan UU No. 44
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh, dalam hal pengaturan lembaga
peradilan.

Peraturan Daerah sebagai
pelaksanaan undang-undang di wilayah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam
rangka penyelenggaran otonomi khusus,
yang berbentuk ganun mengatur mengenai
kewenangan Mahkamah Syar’iyah dengan
didasarkan atas syariat Islam dalam sistem
hukum nasional yang hanya diberlakukan
bagi pemeluk agama Islam.

Kewenangan terhadap orang-orang
yang bukan beragama Islam menurut
ketentuan Pasal 129 ayat ( 1 ) UUPA dapat
pula dialihkan dari Pengadilan Negeri ke
Mahkamah Syar’iyah, yaitu : “Dalam hal
terjadi perbuatan Jinayah (Tindak Pidana)
yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
secara bersama-sama yang diantaranya
beragama Bukan Islam, pelaku yang
beragama Bukan Islam dapat memilih dan
menundukkan diri secara sukarela pada
Hukum Jinayah.” Hukum Jinayah ini yang
berwenang adalah Mahkamah Syar’iyah.
Kemudian bagi orang-orang yang Bukan
Islam melakukan tindak pidana yang tidak
diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana

diluar KUHP, maka diberlakukan atas dasar

Ly

Syari’at Islam pula, yaitu di Mahkamah
Syar’iyah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam yang telah
dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
memberi landasan bagi peradilan syariah di
Nanggroe Aceh Darussalam sehingga
mempunyai kedudukan yang cukup kuat.
Dalam pasal 269 ayat (3) disebutkan bahwa
perubahan atas undang-undang ini dapat
dilakukan =~ dengan  terlebih  dahulu
berkonsultasi dan mendapatkan
pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam. Akan tetapi di sisi lain,
keberadaan  peradilan  syari’ah  yang
dituangkan di dalam peraturan perundang-
undangan yang lebih pada pertimbangan
politis, dan tidak didasarkan (misalnya) pada
referendum atau penelitian khusus, mungkin
dalam pelaksanaannya dapat mengalami
hambatan dan menjadi permasalahan.'® Oleh
karenanya peradilan syariah ini harus
diletakkan secara tepat di dalam sistem
peradilan di Indonesia.

Mahkamah Syar’iyah yang terdapat
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

terdiri atas:

' Azyumardi Azra, RepublikaOnline, 7
Maret 2003.
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1. Mahkamah Syar’iyah
Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda
sebagai pengadilan tingkat pertama.

2. Mahkamah  Syar’iyah  Provinsi

sebagai pengadilan tingkat banding

yang berada di ibukota Provinsi,
yaitu di Banda Aceh.

Untuk tingkat kasasi, maka peradilan
syariah (dalam arti proses peradilan
berdasarkan syariah Islam di Nanggroe
Aceh Darussalam) dilakukan di Mahkamah
Agung. Hal ini karena, dalam sistem
peradilan di Indonesia, peradilan tingkat
kasasi hanya dilakukan di Mahkamah
Agung. UUD 1945 yang amandemen
terakhir dilakukan di tahun 2002, dalam
pasal 24A disebutkan bahwa Mahkamah
Agung berwenang mengadili pada tingkat
kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang, dan mempunyai wewenang
lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 131 UU Nomor 11
Tahun 2006 disebutkan bahwa putusan
Mahkamah Syar’iyah yang menyangkut
nikah, talak, cerai dan rujuk dapat
dimintakan kasasi kepada Mahkamah
Agung. Melihat ketentuan tersebut, penulis
berpendapat bahwa terhadap perkara jinayah
tidak perlu diajukan kasasi ke Mahkamah
Agung agar putusan akhir dari peradilan
syari’ah hanya sampai pada tingkat banding
di Mahkamah Syar’iyah Provinsi. Hal ini

untuk menghindari terjadinya penumpukan
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perkara di Mahkamah Agung dan juga untuk
menghindari benturan antara aturan yang
diatur dalam Qanun dan undang-undang.

Dalam Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah
Syar’iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, pasal 3 ayat (1)
menyebutkan ~ bahwa  kekuasaan  dan
kewenangan Mahkamah Syar’iyah adalah
kekuasaan dan kewenangan Pengadilan
Agama, ditambah dengan kekuasaan dan
kewenangan lain yang berkaitan dengan
kehidupan masyarakat dalam ibadah dan
syi’ar. Apabila terjadi sengketa wewenang
antara Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan
dalam lingkungan peradilan lain, dalam
ketentuan peralihan dari undang-undang ini
dinyatakan bahwa hal itu menjadi
wewenang Mahkamah Agung untuk tingkat
pertama dan terakhir.

Permasalahan lain yang muncul dari
ketentuan tersebut di atas adalah disebutkan
bahwa “peraturan-peraturan yang ada
sepanjang tidak diatur di dalam undang-
undang ini tetap berlaku”. Berkaitan dengan
hal ini ialah hukum acara pidana yang
terdapat di dalam KUHAP dan hukum
pidana yang terdapat di dalam KUHP tetap
berlaku. Jika nantinya, ganun mengaturnya
lain dan tidak sama dengan apa yang
terdapat di dalam KUHAP dan KUHP, maka

perlu ada penyelesaian terhadap hal tersebut.
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Penutup

Dalam badan peradilan yang berada
di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan
dibentuknya pengadilan khusus seperti
pengadilan  anak, pengadilan niaga,
pengadilan hak asasi manusia, pengadilan
tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan
industrial yang berada di lingkungan
peradilan umum. Pengadilan khusus dalam
lingkungan peradilan tata usaha Negara
adalah pengadilan pajak. Dalam lingkungan
pengadilan agama juga terdapat peradilan
syari’at Islam di Aceh yang dilakukan oleh
Mahkamah Syar’iyah. Peradilan syari’at
Islam di Aceh merupakan pengadilan khusus
dalam  lingkungan  peradilan  agama
sepanjang kewenangannya menyangkut

kewenangan  peradilan  agama, dan

merupakan  pengadilan  khusus dalam
lingkungan peradilan umum sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan
peradilan ~ umum.  Dengan  lahirnya
Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam, maka lembaga peradilan
agama yang ada sebelumnya telah melebur
ke dalam lembaga peradilan Syari'at Islam,
sehingga tidak ada dualisme peradilan
agama di Aceh.

Dalam undang-undang disebutkan
bahwa Mahkamah Syar’iyah merupakan
pengadilan  khusus dalam lingkungan
Peradilan Agama. Kewenangan Mahkamah

Syar'iyah tidak lagi terbatas dalam bidang

Ly

perdata tertentu saja, tetapi juga mencakup
bidang mu'amalah dan jinayah. Namun
faktanya peraturan perundang-undangan
yang menyangkut tugas-tugas Mahkamah
Syar'iyah masih belum lengkap dan hal ini
merupakan salah satu permasalahan yang
dihadapi.

Agar Mahkamah Syar'iyah dapat
melaksanakan tugas pokoknya secara
optimal, masih diperlukan seperangkat
peraturan perundang-undangan yang
berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan
dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah itu
sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut maka
perlu ditetapkan peraturan yang lebih rinci
lagi khususnya menyangkut hukum materil
dan hukum formil yang digunakan dalam
pemeriksaan dan penyelesaian perkara oleh
Mahkamah Syar’iyah.

Terhadap perkara-perkara jinayah
yang telah menjadi wewenang Mahkamah
Syar’iyah tidak lagi diajukan kasasi, tetapi
putusan akhirnya hanya sampai tingkat
banding agar tidak terjadinya penumpukan
perkara di Mahkamah Agung serta tidak
terjadinya  pertentangan antara Qanun

Syariat Islam dan undang-undang.
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PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: Usammah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malikussaleh Lhokseumawe
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Abstract

Criminal responsibility will not be required until someone performs a criminal act, but the
existence of criminal act does not depend on whether or not there is someone who in reality does
the criminal act. There are the numbers of actions which become criminal acts even though there
is no body to be responsible for having done them, therefore, in criminal law, it is impossible to
ask someone to be responsible if he/she never does a criminal act. That someone cannot be asked
for his/her responsibility if he/she does not anything against the law is also stated in Islamic
criminal law. The principle in criminal law, either in positive criminal law or in Islamic criminal
law, has a binding nature for anything categorized as criminal act although in the positive
criminal law the principle of legality has become loose. The main factor that causes the
existence of criminal responsibility depends on the incident of offence such as breaking the law
immoral acts and this term is also used in both the Islamic criminal law and the positive criminal
law. In addition, this criminal responsibility can be maintained based on 3 (there) basis such as
(1) performing illegal act, (2) on own will, and (3) realizing its consequences. In Islamic
criminal law, criminal responsibility is a burden imposed on someone as the result of the illegal
act(s) he/she did on his/her own will while he/she knew, understood and realized what the
consequences would be. This burden not only resulted from performing the act which is
prohibited by Islamic law (syar’i) either it is an act which is prohibited to do it or the one which
is prohibited to leave it, but also because the doer deliberately did the illegal act not because
he/she was made to do it by somebody else.



Pendahuluan

Indonesia  adalah negara yang
berdasarkan kepada hukum (rechtstaat) dan
bukan berdasarkan kekuasaan belaka (macht
staar)' dengan memiliki ciri dan pandangan
hidup yang didasarkan pada falsafah
Pancasila. Pancasila yang diyakini sebagai
dasar pokok dan sumber segala sumber
hukum, maka Negara Indonesia juga
dinamakan Negara hukum berdasarkan
Pancasila.” Sebagai Hukum yang bersumber
dari Pancasila maka sudah barang tentu
produk hukum yang dilahirkan merupakan
suatu cita-cita atau nilai yang diserap dari
norma-norma kehidupan masyarakat serta
budayanya. Karena itu konsep negera
hukum Pancasila sendiri mempunyai ciri-ciri
antara lain:

1. Ada hubungan yang erat antara

Agama dengan negara
2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang
Maha Esa

3. Kebebasan beragama dalam arti

positif

' Lihat, penjelasan umum tentang Undang-

Undang  Dasar  Negara  Indonesia  (pasca
Amandemen).

? Oemar Senoadji, "Peradilan Bebas Negara
Hukum" dalam Muhammad Tahir Azhary, Negara
Hukum:Suatu  Studi  tentang  Prinsip-prinsipnya
dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada
periode Negara Madinah dan masa kini, ed. 2, Cet. I,
(Jakarta: Prenada Media, 2003), 93
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4. Ateisme tidak dibenarkan dan
Komunisme dilarang

5. Azas kekeluargaan dan kerukunan.’

Dengan melihat ciri-ciri  sebagai

negara hukum, maka hukum sebagai

pengendali rambu-rambu dapat diwujudkan

bentuk

dalam  beberapa peraturan

perundang-undangan,  seperti  Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden dan sebagainya. Di samping itu
sudah menjadi asas umum dalam sistem
hukum di Indonesia bahwa Undang-Undang
lebih tinggi kedudukannya dari peraturan
lainnya.

Salah satu bentuk hukum yang
diberlakukan di Indonesia dalam hal pidana
adalah hukum pidana yang kini berlaku dan
dikenal dengan Kitab Undang-undang
Hukum Pidana disingkat dengan KUHP,
merupakan peninggalan penjajahan Belanda
yang dilandasi oleh falsafah yang berbeda
dengan falsafah yang dianut oleh bangsa
Indonesia. Walaupun demikian KUHP
tersebut sudah dilakukan perubahan sejak

tahun 1981 dan selesai pada awal tahun

1993* yang seterusnya sampai dengan tahun

*  Muhammad Tahir Azhary, Negara

Hukum:Suatu  Studi  tentang  Prinsip-prinsipnya
dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada
periode Negara Madinah dan masa kini, Muhammad
Tahir Azhary, ed. 2, Cet. I, (Jakarta: Prenada Media,
2003), 97.

* Jan Remmelink, Hukum Pidana Komentar
atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya
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2000 telah dihasilkan sebuah Rancangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Indonesia.

Di dalam KUHP diatur batas-batas
berlakunya aturan pidana, dasar penghapus,
pemberat dan peringan pidana, penyertaan
melakukan tindak pidana, serta gabungan
tindak pidana dan sebagainya.’ Dalam
perkembangan sistem  pidana  dan
pemidanaan dikembangkan oleh aliran
klasik pada abad ke XVIII dengan paham
indeterminisme yang menekankan pada
perbuatan/tindak pidana dan bukan pada
pelakunya, dan aliran neo-klasik yang
melirik pada pendekatan dan mempengaruhi
pelaku kejahatan secara posistif sejauh mana
dia bisa diperbaiki. Akibat dari pengaruh
aliran tersebut diperkenankannya adanya
kesaksian ahli (expert testimony) untuk
menentukan derajat pertanggungjawaban

pidana.® Dari itu  muncullah ide

dalam Kitab  Undang-undang Hukum Pidana
Indonesia, diterjemah oleh: Tristam Pascal Moeliono,
Marjanne Termorshuizen-Arts dan Widati Wulandari,
(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003),
XXXVII

> Topo Santoso, Membumikan Hukum
Pidana Islam:Penegakan Syari'at dalam wacana dan
agenda, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 82

 Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam
Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar
Double Track System dan Implementasinya, M.
Sholehuddin, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), 27.
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individualisasi pidana dengan karakteristik
antara lain:’
1. Pertanggungjawaban pidana bersifat
pribadi/perorangan (asas personal);
2. Pidana hanya diberikan kepada orang
yang bersalah (asas culpabilitas;
'tiada pidana tanpa kesalahan')
3.Pidana harus disesuaikan dengan
karakteristik dan kondisi si pelaku,
ini berarti harus ada
kelonggaran/fleksibelitas bagi hakim
dalam memilih sanksi pidana (jenis
maupun berat ringannya sanksi) dan
harus ada kemungkinan modifikasi
pidana (perubahan/penyesuaian)

dalam pelaksanaannya

Pertanggungjawaban pidana
berdasarkan kesalahan, terutama dibatasi
pada perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja (dolus), dapat dipidananya delik
culpa  hanya  bersifat  pengecualian
(eksepsional) apabila secara tegas oleh
Undang-undang mengaturnya. Sedangkan
pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat
tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh
Undang-undang

diperberat ancaman

pidananya, hanya dikenakan kepada

terdakwa apabila ia sepatutnya telah dapat

7 M. Sholehuddin, Ibid., 27. lihat juga
Barda Nawawi Arief dalam Bunga Rampai Kebijakan
Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),
43
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menduga kemungkinan terjadinya akibat itu
atau apabila  sekurang-kurangnya ada
kealpaan.®
Pertanggungjawaban  pidana  di
dalam hukum Islam merupakan pembebanan
kepada seseorang sebagai akibat
perbuatannya (atau tidak berbuat dalam
delik omisi’) yang dikerjakannya dengan
kemauan sendiri, dimana ia mengetahui
maksud-maksud dan akibat-akibat dari

perbuatannya  itu.'”

Pertanggungjawaban
pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal,'’
yaitu:
1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan  dengan  kemauan
sendiri
3. Pembuatnya mengetahui terhadap

akibat perbuatan tersebut.

¥ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai

Kebijakan Hukum Pidana, Edisi Kedua Edisi Revisi,
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 86

’ Kata omisi atau ommision berarti tidak
melakukan perbuatan yang menjadi lawan dari kata
komisi atau komission yang berarti melakukan
perbuatan yang berakibat kepada adanya hukuman
atau ancaman hukuman. Lihat juga E.Utrecht dalma
Hukum Pidana I, yang menyebutkan bahwa delik
omissionis adalah  pelanggaran sesuatu yang
diperintah dengan kata lain delicta ommisionis adalah
tidak membuat sesuatu yang oleh undang-undang
pidana diperintahkan sedangkan delik commissionis
adalah pelanggaran sesuatu yang dilarang, dengan
kata lain delicta commissionis adalah membuat
seseuatu yang oleh undang-undang pidana dilarang.

' Hanafi dalam Topo Santoso, Menggagas
Hukum Pidana Islam:Penegakan Syari'at dalam
wacana dan agenda, Cet. 11, (Jakarta: Asy Syaamil
Press dan Grafika, 2001), 166.

""" Topo Santoso, Ibid., 166, lihat juga
Ahmad Hanafi, Azas-azas Hukum Pidana Islam,
(Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 154

L

Dengan adanya syarat tersebut

terlihat bahwa yang dapat dibebani
pertanggungjawaban pidana hanyalah orang
dewasa, mempunyai akal pikiran yang sehat
serta mempunyai kemauan sendiri. Apabila
tidak, maka tidak ada pertanggungjawaban
pidana padanya, sehingga dia punya akal
pikiran yang bisa memahami dan

mengetahui  serta mempunyai pilihan
terhadap apa yang akan dilakukannya.
Karenanya pertanggungjawaban pidana
tidak bisa dimintakan kepada orang gila,
anak-anak, orang dungu, dan orang yang
sudah hilang kemauan serta orang yang
dipaksa dan terpaksa. Dengan kata lain

bahwa pelaku tindak pidana yang dapat

dimintakan  pertanggungjawaban  adalah
seorang mukallaf.

Di dalam Figh Jinayat,
pertanggungjawaban  pidana  didasarkan

kepada tiga prinsip,'> Pertama; Melakukan
perbuatan  yang  dilarang dan atau
meninggalkan perbuatan yang diwajibkan,
Kedua; Perbuatan tersebut dikerjakan atas
kemauan sendiri, artinya si pelaku memiliki
pilihan yang bebas untuk melaksanakan atau
tidak melakukan perbuatan tersebut, Ketiga;

si pelaku mengetahui akan akibat perbuatan

yang dilakukan.

2 A. Djazuli, Figh Jinayah: Upaya
Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, Edisi Revisi,
Cet. Ketiga, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2000), 242.
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1) Kerangka Teoritis

Hukum Islam memiliki
pandangan yang unik tentang kejahatan
dan hukuman diantara semua sistem
yang ada di permukaan bumi ini. Islam
memiliki  komitmen teguh terhadap
keadilan absolut yang sedapat mungkin
untuk diwujudkan dalam kemaslahatan
kehidupan masyarakatnya. Karena itu
semua kejahatan yang dilarang dalam
Islam  merupakan perbuatan yang
melahirkan kekacauan dan merusak
keamanan serta ketertiban  dalam
masyarakat.

Bila dikaji lebih mendalam posisi
hukum di Indonesia, khususnya hukum
Islam ternyata masih belum dapat
diterapkan  secara  sempurna, ini
mengingat bukan saja karena
penduduknya yang notabene pemeluk
agama Islam akan tetapi karena negara
Indonesia bukan negara Islam. Namun
demikian kedudukan hukum Islam di
bidang  keperdataan di  Indonesia
mendapat tempat yang sangat bagus
dalam hukum positif yang merupakan
modifikasi norma-norma agama yang
kemudian dirumuskan dalam bentuk
peraturan perundang-undangan, maka
lahirlah Undang-Undang No. 7 Tahun
1998 tentang Peradilan Agama. Lalu

bagaimana dengan hukum Islam di

Studi Ilmu-Ilmu Keislaman

bidang pidana, ternyata belum mendapat
tempat yang bagus, buktinya hukum
pidana Islam dianggap hukum yang
mempunyai sifat yang sangat kejam dan
tidak selaras dengan perkembangan
zaman modern'”. Pada hal hukum Islam
secara spesifik lebih dari semua hukum
manusia dan dapat dipertahankan
disetiap zaman.'*

Hukum pidana positif merupakan
hukum publik, dimana hukum pidana
tersebut memberikan dan menetapkan
sanksi pada perlanggaran norma lainnya.
Norma hukum itu adalah norma hukum
yang dianggap sangat penting bagi
kelangsungan hidup masyarakat yang
aman dan tertib. Oleh sebab itu hukum
pidana pada umumnya memuat aturan-
aturan hukum yang mengikat kepada
perbuatan-perbuatan yang memenuhi
syarat tertentu, suatu akibat yang berupa

pidana. Maka dengan syarat tersebut

P ada dua kelompok besar yang berbeda

memegang pendapat bahwa sistem hukum Islam
tidak  selaras dengan perkembangan zaman.
Kelompok pertama, mereka yang tidak punya
pengetahuan baik hukum Islam maupun hukum
modern sementara kelompok yang kedua, mengenal
hukum modern tetapi tidak tahu apa-apa tentang
hukum Islam, lihat Topo Santoso, Menggagas Hukum
Pidana Islam: penerapan syari'at Islam dalam
konteks modernitas, 16

4 Abdul Qadir 'Audah "Criminal Law of
Islam" dalam Topo Santoso, Menggagas Hukum
Pidana Islam: penerapan syari'at Islam dalam
konteks modernitas, Op Cit., 16
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melahirkan suatu perbuatan pidana yang
dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun yang menjadi teori, yang
digunakan dalam penelitian ini adalah
teori tentang tindak pidana yang
berkaitan dengan kesalahan, karena
kesalahan ~dan  pertanggungjawaban
pidana erat kaitannya. Karena adanya
kesalahan =~ menyebabkan  terjadinya
pertanggungjawaban, akan tetapi yang
terlthat menunjukkan pada sebuah
kenyataan di lapangan, yang mana
terjadi perbedaan dalam praktek hukum
yaitu tidak ada satu kesamaan dalam
memahami satu bentuk kesalahan dan
pertanggunjawaban. Salah satu
pandangan yang dikemukakan oleh
Schaffmeister  menyebutkan ~ bahwa
penggunaan kesalahan sebagai dasar
pemidanaan bukan suatu keharusan
menurut perundang-undangan empiris
akan tetapi asas normatif.”> Pendapat
yang hampir sama juga dikemukakan
oleh Curzon, yang menyatakan bahwa
untuk dapat mempertanggungjawabkan
seseorang dan karenannya mengenakan

pidana terhadapnya.'®

"> Chairul Huda, Dari Tiada Pidana tanpa

Kesalahan menuju kepada Tiada
Pertanggungajawaban Pidana tanpa Kesalahan, Cet.
I, (Jakarta: Predana Media, 2006), 2

' Chairul Huda, /bid.

2) Kerangka Konsepsional

Kata jinayaat berasal dari bahasa
Arab, ia merupakan bentuk jamak dari
kata jinayah yang diambil dari kata
janaaya yang berarti memetik. Adapun
kata jinayah menurut syari’at Islam ialah
segala tindakan yang dilarang oleh
hukum syari’at untuk dilakukan.'’
Berkaitan dengan kejahatan, kata al-
jinayat dalam bentuk jama’ jindyah
berakar  dari  kata  Janaz-Zanba—
Jinayatan, yang berarti melakukan
kejahatan, hal ini disebut dalam bentuk
jamak karena modusnya beragam,
adakalanya menyangkut jiwa dan
anggota tubuh, adaklalanya dengan
sengaja dan tidak sengaja (tersalah).'®

Maka figh jinayah secara khusus
mengatur tentang pencegahan tindak
kejahatan yang dilakukan oleh manusia
dan akan diberikan sanksi hukuman
sesuai  dengan  tingkat  kejahatan,
karenanya tujuan dari ketentuan itu tidak
lain diciptakan Allah adalah untuk
mendatangkan kemaslahatan ummat. Hal

ini dipertegas oleh hadits Nabi SAW,

7" Sayyid Sabiq, Figih Sunnah jilid 3,
diterjemahkan oleh Nur Hasanuddin, Cet. I, (Jakarta:
Pena Pundi Aksara, 2006), 399.

Abd. Rasyid Salim, Meraih Jalan
Petunjuk Syarah Bulugul Maram (Hidayatul anam
Bisyarhi Bulughul Maram min Adillati al Ahkam),
penerj. Bahrun Abubakar Thsan, Lec, Cet. 1,
(Bandung: Nuansa Aulia, 2007), 20
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yang mengatakan "tidak boleh terjadi
kerusakan terhadap manusia dan tidak
boleh manusia melakukan perusakan

terhadap orang lain""’.

Ali ‘Audah menyebutkan,
Jinayat dalam pengertian istilah adalah
perbuatan yang diharamkan secara
syariat, apakah perbuatan itu terjadi
terhadap jiwa manusia, hartanya atau
selain keduanya.”’ Sedangkan dalam
kebanyakan ahli figih memberikan
pengertian secara mutlak terhadap
perbuatan yang terjadi pada manusia
saja, seperti pembunuhan, melukai dan
memukul, namun sebagian fugaha yang
lainnya mengkhususkan penggunaan
kata jinayat pada jarimah huduud dan
gishash.”'

Ada beberapa bentuk pidana atau
jinayat dengan istilah jarimah yang
disebutkan dalam pidana Islam, di lihat
dari segi mengerjakannya, yaitu :*

1) Dengan cara berbuat atau

melakukan  tindak  pidana,

' Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar

Figh, edisi pertama, (Jakarta: Prenada Media, 2003),
253

2 Abdul Qadir ‘Audah, Al-Tasyri’ al-
Janaiy al-Islamiy, Mugaranan bil-Qanunil Wadh iy,
Juz Awal, (Beirut: Muasasah Risalah, 1996), 67
2l Abdul Qadir ‘Audah, Ibid.67
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim
Barkatullah, Politik Hukum Pidana, kajian kebijakan
kriminalisasi  dan  dekriminalisasi, Cet. 1,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 130

22
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disebut dengan jarimah
ijabiyah/delict commisionis.

2) Dengan cara tidak
melakukan/melaksanakan ~ hal
yang diperintahkan, disebut
dengan jarimah salabiyah/delict
OMMISONIS.

3) Jarimah ijabiyah taqa'u bithariq
al-salab/delict commisionis per
ommisionem commisa. Jenis
jarimah yang ketiga ini adalah
menahan  seseorang  tahanan
dengan tidak memberi makan
dan tidak memberi minum
sehingga  tawanan  tersebut

meninggal. Hal inilah
sebagaimana dicontohkan oleh
mazhab Maliki, Syafi'i dan
Hanbali.

Terlepas dari perbedaan pandangan
mengenai tentang bentuk atau istilah yang
tepat terhadap perbuatan itu disebut jinayat
atau jarimah, dalam hal ini jarimah dibagi
ke dalam tiga golongan:

1) Golongan jarimah hudud, vyang
terdiri dari perzinahan, menuduh
orang lain berzina, meminum
minuman khamar (memabukkan),
merampok, merusak, membuat onar,
murtad dan memberontak.

2) Golongan jarimah gishash atau

diyat, yang terdiri atas pembunuhan
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sengaja, pembunuhan mirip sengaja
dan pembunuhan tidak sengaja

3) Golongan jarimah ta'zir, yaitu
larangan/perintah tentang sesuatu hal
yang tidak dirumuskan secara pasti,
termasuk sanksinya dan pelaksanaan
hukumannya  diserahkan kepada

pihak penguasa.

Dalam khazanah ilmu hukum di
Indonesia, istilah hukum Islam dipahami
sebagai penggabungan dua kata yaitu hukum
dan Islam. Hukum adalah seperangkat
perundang-undangan yang mengatur tingkah
laku yang diakui oleh suatu Negara atau

masyarakat yang berlaku dan mengikat

untuk seluruh anggotanya.

Eksistensi Asas dalam Hukum Pidana
Hukum pidana yang berlaku di
Indonesia sampai saat ini, merupakan
hukum pidana yang telah dikodifikasikan.
Secara umum hukum pidana mengatur dan
menyelenggarakan kehidupan masyarakat
agar dapat tercipta dan terpelihara ketertiban
umum. Hukum pidana dibentuk dan disusun
dengan maksud dapat mempertahankan
kepentingan hukum masyarakat dengan cara
dilindungi dan dijaminnya kedamaian dan
ketertiban. Hukum itu sendiri berisikan
nilai-nilai dan asas-asas yang dapat
dipahami dari aspirasi hukum yang optimal

dan dapat dipahami sebagai ukuran untuk
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teori hukum dan praktek hukum. Asas
hukum merupakan ungkapan-ungkapan
hukum vyang sangat umum, sebagian
merupakan sebagai kesadaran hukum serta
keyakinan kesusilaan kelompok manusia,*
sebagian yang lain merupakan dasar
pemikiran dibalik Undang-undang dan
Yurisprudensi. Apabila ada  peraturan
perundang-undangan yang tidak didukung
oleh suatu asas hukum, maka peraturan itu
kehilangan diri dari sifat hukum.**
Tercantumnya asas "Tiada suatu
perbuatan (feif) yang dapat dipidana selain
berdasarkan ketentuan perundang-undangan
pidana yang mendahuluinya" dalam Pasal 1
ayat (1) KUHP adalah asas yang disebut
dengan asas legalitas, sering juga dipakai
istilah bahasa Latin, yaitu Nullum delictum
nulla poena sine praevia lege.> Ucapan ini
berasal dari Paul Johann Anselm Von
Feuerbach (1775 — 1833), seorang sarjana
hukum pidana Jerman, Dialah yang
merumuskannya dalam pepatah Latin, dalam
bukunya "Lehrbuch des peinlichen Recht"
pada tahun 1801.°° sering juga dipakai

istilah Latin:  ”Nullum crimen sine lege

23
Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum

Pidana, terbitan kelima, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985), 14.

* Bambang Poernomo, bid.

2 Andi Hamzah, Azas-azas Hokum Pidana,
edisi revisi, cet. kedua, (Jakarta: Renika Cipta, 1994),
39.

26 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, cet.
Keempat, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 23
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stricta" yang dapat disalin istilah tersebut
"tiada delik tanpa ketentuan yang tegas".”’

Perumusan asas legalitas
dimaksudkan supaya dalam menentukan
perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam
peraturan bukan saja tentang macamnya
perbuatan yang harus dituliskan dengan
jelas, akan tetapi juga macamnya pidana
akan diancamkan. Dengan demikian, maka
orang yang akan melakukan perbuatan yang
dilarang akan dapat diketahui pidana apa
yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti
perbuatan itu dilakukan.

Asas ini mengandung makna asas
perlindungan, yang  secara  histories
merupakan reaksi terhadap kesewenang-
wenangan penguasa di zaman Ancien
Regime serta jawaban atas kebutuhan
fungsional terhadap kepastian hukum yang
menjadi keharusan di dalam suatu Negara
liberal pada waktu itu.  Sekarang pun
keterikatan negara-negara hukum modern
terhadap asas ini mencerminkan keadaan
bahwa tidak ada suatu kekuasaan Negara
yang tanpa batas terhadap rakyatnya dan
kekuasaan Negara pun tunduk pada aturan-
aturan hukum yang telah ditetapkan.

Sejak 14 abad yang lalu, hukum
pidana Islam telah menjadi pionir dalam

menerapkan hukum yang berlandaskan

" Andi Hamzah, Op Cit., hal 40
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kepada sumber yang valid dan akurat, yaitu
Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad
SAW, yang merupakan sumber asli dari
ajaran Islam. Namun 14 abad kemudian
rasanya hukum pidana Islam sudah
mengalami perubahan yang cukup parah,
sampai-sampai sumber hukum Islam yang
aslipun dalam gambaran umum para ahli
hukum sudah buram.

Hal ini tidak lain karena anggapan
bahwa sistem hukum yang berlaku sekitar
abad 7 ini yang lahir di padang yang tandus
sudah  dianggap  ketinggalan  zaman
dibandingkan dengan sistem hukum modern
saat ini. Seiring dengan anggapan ini bahwa
masyarakat berubah maka hukumpun
mengalami perubahan dalam memenuhi
kehidupan, idepun berlanjut bahwa hukum
lama telah ketinggalan zaman. Anggapan ini
salah besar karena telah membandingkan
syari'at Islam dengan hukum modern, lalu
mengklaim bahwa syari'at Islam tidak
selaras lagi dengan kehidupan modern saat
ini. Hukum Islam hadir di muka bumi ini
sebagai hukum yang menyempurnakan
hukum-hukum lain dan juga menjadi
pedoman bagi hukum modern saat ini.

Dalam hukum Islam juga mengenal
asas legalitas, yang berkenaan dengan unsur
formal hukum pidana Islam yang merupakan
salah satu aturan pokok yang sangat penting.

Asas legalitas dalam hukum pidana Islam
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didasarkan kepada al-Qur'an surat al-Isra',
ayat 15, artinya: "...dan Kami tidak akan
meng'azab sebelum Kami mengutuskan
seorang Rasul.” Pada surat al-Qashsash
ayat 59, artinya: "Dan tidak adalah
Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum
Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul
yvang membacakan ayat-ayat Kami kepada
mereka,... 128

Kedua ayat tersebut di atas memberi
gambaran bahwa Allah SWT tidak akan
mengazab siapapun juga kecuali jika Allah
SWT telah menurunkan atau mengutus
seorang Rasul sebagai pembawa kebenaran

dan kejelasan terhadap perbuatan yang

dilakukan oleh ummat. Dari itu maka

timbullah kaidah:

u.é-lj\ 2949 Jé eDlasll JL*-;Y r-§->-y

“Sebelum ada nash (ketentuan),
tidak ada hukum bagi perbuatan orang-
orang yang berakal sehat.”*

Pengertian dari kaedah ini adalah
bahwa perbuatan orang-orang yang cakap
(mukallaf) tidak dapat dikatakan sebagai
perbuatan yang dilarang, manakala belum
adanya nash (ketentuan) yang melarangnya
dan ia mempunyai kebebasan untuk

melakukan perbuatan itu atau

* Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan
Terjemahnya, (Jakarta: Atlas, 2000), 426 dan 619.

% Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana
Islam, Op Cit., 58
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meninggalkannya. Pengertian  kaedah
tersebut identik dengan kaedah lain yang

menurut mazhab Syafi'i adalah:*

U Jy g a-Lysla ) 3 L)

el e
"Hukum yang pokok dari segala

sesuatu itu adalah boleh, sehingga terdapat

dalil yang mengharamkan".

Eksistensi hukum Islam

Sejarah telah menunjukkan bahwa
Islam telah ada dan diterima oleh bangsa
Indonesia sekitar abad ke 7 Hijriyah atau
abad ke 13 Masehi, Islam hadir sekaligus
dengan hukum Islamnya menjelma dalam
kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini telah
diakumulasikan dengan lahirnya beberapa
ahli agama Islam dan tokoh hukum Islam
dari Samudra Pasai, yaitu Sultan Malikul
Zahir, bahkan pada masa itu para ahli
hukum Islam datang ke Samudra Pasai
untuk memecahkan permasalah-
permasalahan hukum Islam.*' Di samping
itu kenyataan lain yang patut diperhatikan
bahwa kolonial Belanda menjajah bangsa

Indonesia telah menyaksikan bahwa Islam

(hukum Islam) telah dipraktekkan dalam

3% Abdul Mudjib, Kaidah-kaidah Ilmu Figh
(al-Qowa'idul Fighiyyah), Cet. 1I, (Jakarta: Kalam
Mulia, 2001), 25.

' Muchsin, Masa Depan Hukum Islam di
Indonesia, cet. Pertama, (Jakarta: BP Iblam, 2004),
22
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berbagai segi kehidupan masyarakat yang
kemudian menyatukannya dalam bentuk
adat istiadat, begitupun dalam bentuk
peperangan.

Sebagai Negara yang berdasarkan
atas hukum yang berfalsafah Pancasila,
Negara melindungi agama, penganut agama,
bahkan berusaha memasukkan ajaran Islam
dan hukum Islam dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Sebagaimana
pernyataan the founding father R.1. yaitu
Muhammad Hatta, bahwa dalam pengaturan
Negara hukum Republik Indonesia, syari'at
Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah
Nabi Muhammad SAW. dapat dijadikan
sebagai  peraturan  perundang-undangan
Indonesia sehingga orang Islam mempunyai
sistem syari'at sesuai dengan kondisi

Indonesia.*?

Faktor yang melandasi

pertanggungjawaban pidana

Dalam konsep KUHP tahun
1982/1983, pada Pasal 27 menyatakan
bahwa pertanggungjawaban pidana adalah
diteruskannya celaan yang objektif ada pada

tindak pidana berdasarkan hukum yang

32 Ichtijanto SA, Prospek Peradilan Agama
sebaga Peradilan Negara dalam Sistem Politik
hukum di Indonesia dalam Amrullah Ahmad,
Dimensi  Hukum Islam dalam Sistem Hukum
Nasional, Mengenang 65 Th. Prof. Dr. Buastanul
Arifin, SH, Cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insan Press,
1996), 178
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berlaku, secara obyektif kepada pembuat
yang memenuhi syarat-syarat Undang-
undang untuk dapat dikenai pidana karena
perbuataanya.® Diteruskannya celaan ini
berdasarkan telah terjadi tindak pidana yang
melahirkan akibat hukum dari perbuatan
tersebut. Secara objektif bahwa perbuatan
tersebut patut dicela berdasarkan undang-
u n d a n g
Pertanggungjawaban pidana dalam
syariat Islam diartikan sebagai pembebenan
seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan
(atau  tidak ada  perbuatan)  yang
dikerjakannya dengan kemauan sendiri,
dimana ia mengetahui maksud-maksud dan
akibat-akibat  dari perbuatannya itu.>*
Pembebanan tersebut dikarenakan perbuatan
yang  dilakukan  itu  adalah  telah
menimbulkan sesuatu yang bertentangan
dengan hukum, dalam arti perbuatan yang
dilarang secara syar’i, baik dilarang
melakukan atau dilarang meninggalkan.
Pembebanan juga dikarenakan perbuatan itu

sendiri dikerjakan berdasarkan keinginan

dan kehendak yang timbul dalam dirinya

* Djoko Prakoso, Op Cit., 75

3 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana
Islam, Op Cit., 154; lihat juga dalam Ahmad Wardi
Mislich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam
Figh Jinayah, (Jakarta: Sinar grafika, 2004), 74; lihat
juga Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam
Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernis,
(Jakarta: Asy Syaamil Press & grafika, 2001), 166.
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bukan dorongan yang ditimbulkan oleh
orang lain secara paksa (dipaksakan).

Dapat dianggap adanya
pertanggungjawaban pidana, jika seseorang
itu memenuhi tiga syarat, yaitu; (1) adanya
perbuatan  terlarang, (2) mempunyai
keinginan dan kemauan, dan (3) mengetahui
akibatnya. Namaun jika tidak terdapat ketiga
hal  tersebut dinyatakan tidak ada
peertanggungjawaban baginya, pembebasan

ini di dukung oleh dalil Hadits.
M@FU\JUW&M\CAJ

oS o) o e el e
Artinya : "Dihapuskan ketentuan dari tiga
hal; dari orang tidur sampai ia
bangun, dari orang yang gila

sampai ia sembuh dan dari anak

kecil sampai ia dewasa"

Pertanggungjawaban Pidana Dalam
Hukum Islam

Hukum Islam memberikan alternatif
bagi seorang mukallaf dalam melaksanakan
hukuman, berbeda dengan hukum positif
terutama di masa-masa sebelum revolusi
Perancis,  karena  pertanggungjawaban
pidana mempunyai pengertian tersendiri.
Setiap orang bagaimanapun keadaannya bisa
dibebani  pertanggungjawaban  pidana.
Apakah orang itu mempunyai kemauan

sendiri atau tidak, dewasa atau belum
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dewasa bahkan hewan ataupun benda yang
bisa menimbulkan kerugian kepada pihak
lain dapat dibebani pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban pidana dapat
dilakukan
dilakukan

manakala  perbuatan  yang

adalah  perbuatan terlarang
(criminal conduct) yang mencakup unsur-
unsur secara fisik dari kajahatan tersebut.
Tanpa unsur tersebut pertanggungjawaban
dilakukan

tidak dapat karena

pertanggungjawaban mensyaratkan
dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang
Undang-undang. Perbuatan tersebut bisa
dihasilkan dari perbuatan aktif (delik komisi)
maupun perbuatan pasif (delik omisi).
Mempertanggungjawabkan

seseorang dalam hukum pidana bukan hanya
berarti sah menjatuhkan pidana terhadap
orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat
diyakini bahwa memang pada tempatnya
meminta pertanggungjawaban atas tindak
pidana yang dilakukannya.
Pertanggungjawaban pidana tidak hanya
berarti “rightfully sentenced” tetapi juga

“rightfully accused™”

3 Alf Ross, on Guil, Responsibility and

Punishment dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana
tanpa  Kesalahan — menuju  kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Op
Cit., 64
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Unsur-unsur Pertanggungjawaban
pidana

Asas pertanggungjawaban hukum
adalah adanya perbuatan melawan hukum
atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-
hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal
yang diperintahkan oleh hukum Islam.
Pertanggungjawaban tindak pidana itu
berbeda-beda  sesuai  dengan  tingkat
pelanggaran atau perbuatan maksiatnya.
Pelaku yang memang mempunyai niat
bermaksud untuk melawan hukum maka
sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun
jika  sebaliknya ~ maka  hukumannya
diperingan, dalam hal ini faktor yang utama
disini adalah melawan hukum.
Dimaksudkan melawan hukum adalah
melakukan perbuatan yang dilarang oleh
syara' setelah diketahui bahwa syar'i
melarang atau mewajibkan  perbuatan
tersebut.  Perbuatan melawan  hukum
merupakan unsur pokok yang harus terdapat
pada setiap tindak pidana, baik tindak
pidana ringan atau tindak pidana berat, yang
disengaja atau tidak disengaja.

Dalam kaitan pertanggungjawaban
karena melawan hukum dapat dibedakan
dalam memahaminya antara melawan
hukum dan maksud melawan — hukum.
Melawan  hukum  berarti  melakukan

perbuatan yang dilarang atau meninggalkan

kewajiban tanpa ada maksud dari si pelaku
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itu sendiri namun menimbulkan kerugian
terhadap orang lain. Adapun maksud
melawan hukum adalah kecenderungan niat
si  pelaku  untuk  melakukan atau
meninggalkan  suatu  perbuatan  yang
diketahui bahwa hal itu dilarang atau
memperbuat kemaksiatan dengan maksud
melawan hukum.*

Ada  suatu  perbedaan  dalam
memahami  kesalahan  sebagai  faktor
pertanggungjawaban. Perbedaan ni
berkaitan dengan pengertian antara tindak
pidana dengan kesalahan itu sendiri, dimana
menurut beberapa ahli hukum bahwa
pengertian tindak pidana tidak ditemukan
dalam undang-undang hanya saja tindak
pidana merupakan kreasi teoritis yang
dikemukakan oleh para ahli hukum. Hal ini
akan membawa beberapa konsekwensi
dalam memahami tindak pidana. Karena
menurut para ahli hukum kesalahan harus
dipisahkan dari pengertian tindak pidana dan
kesalahan itu sendiri adalah faktor penentu
dari pertanggungjawaban. Pengertian tindak
pidana hanya berisi tentang karakteristik
perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan hukuman. Pemahaman ini penting

bukan saja secara akademis tetapi juga

36 Ali Yafie, Ahmad Sukarja,
Muhammad Amin Suma, dkk, Ensiklopedi Hukum
Pidana Islam, Edisi Indonesia, Op Cit, 81
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sebagai suatu kesadaran dalam membangun
masyarakat yang sadar akan hukum.
Petanggungjawaban berdasarkan
kesalahan biasanya mencakup persoalan
kelalaian. Kelalaian terjadi biasanya adalah
karena tidak terjadi pencegahan suatu
perbuatan yang menurut hukum itu dilarang,
kendatipun kelalaian itu tidak dikehendaki

atau tidak disengaja oleh orang yang

melakukan perbuatan tersebut.

Hapusnya pertanggungjawaban pidana
Dasar penghapus pidana atau yang
disebut dengan alasan-alasan
menghilangkan sifat tindak pidana termuat
dalam buku I KUHP, di samping itu ada
juga alasan penghapus tindak pidana di luar
KUHP atau yang ada dalam masyarakat,
misalnya suatu perbuatan oleh suatu
masyarakat tidak dianggap tindak pidana
karena mempunyai alasan-alasan tersendiri
yang secara hukum materil juga tidak
dianggap terlarang. Juga karena alasan
pendidikan seorang orang tua menuntun
anaknya untuk mengajarkan suatu kebaikan,
bisa saja orang tua tidak punyai kesalahan
sama sekali karena keliru dalam fakta.
Dalam keadaan tertentu terkadang
suatu perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang dapat berujung pada terjadinya
tindak pidana, walaupun orang tersebut tidak

menghendaki terjadinya tindak pidana.

Dengan kata lain tindak pidana dapat saja
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terjadi adakalanya seseorang tidak dapat
menghindari karena sesuatu yang berasal
dari luar dirinya. Faktor luar tersebut
membuat seseorang itu tidak dapat berbuat
lain sehingga mengakibatkan kesalahannya
itu terhapus, artinya pada diri si pelaku
terdapat alasan penghapus kesalahan.
Sekalipun kepada pelaku dapat dicela tapi
dalam hal-hal tertentu celaan tersebut
menjadi hilang atau tidak dapat diteruskan.’’

Ada dua alasan/ dasar penghapusan
pidana yaitu dasar pembenar (permissibility)
dan dasar pemaaf (legal excuse).”® Suatu
perbuatan pidana didalamnya terdapat alasan
pembenar sebagai penghapus pidana maka
suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan
sifat melawan hukum sehingga menjadi
legal atau secara agama terdapat kebolehan
melakukannya sehingga pelaku tidak dikenai
hukuman.  Adanya alasan  pembenar
berujung pada "pembenaran" atas tindakan
yang sepintas lalu melawan hukum,
sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak
pada "pemaafan" pembuatnya sekalipun
telah melakukan tindak pidana yang
melawan hukum. Yang termasuk dalam

alasan pembenar diantaranya bela paksa,

keadaan darurat, pelaksanaan peraturan

37 Chairul Huda, Dari tiada pidana tanpa
kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban
pidana tanpa kesalahan, Op Cit., 119

* Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidna
Islam, Op Cit., 169
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perundang-undangan dan perintah jabatan.
Seseorang yang kerena membela
badan/jiwa, kesusilaan atau membela harta
miliknya dari sifat melawan hukum orang
lain maka kepadanya tidak dapat dimintakan
pertanggungjawaban jika perbuatan
melawan hukum terjadi padanya.
Pertanggungjawaban pidana dapat
dinyatakan hapus karena ada kaitannya
dengan perbuatan yang terjadi atau
kaitannya dengan hal-hal yang terjadi
menurut keadaan bagi si pelaku. Dalam
keadaan yang pertama ini adalah perbuatan
yang  dilakukan  tersebut  merupakan
perbuatan mubah (dalam agama tidak ada
pelarangan karena hukum asal), sedangkan
keadaan yang kedua adalah perbuatan yang
dilakukan itu merupakan perbuatan yang
terlarang namun si pelaku tidak dapat diberi
hukuman karena ada suatu keadaan pada si
pelaku yang dapat terhindar dari hukuman.
Kedua keadaan ini (perbuatan dan pelaku)
dalam kaedah agama disebut asbab al
ibahah dan asbab raf'i al uqubah. Asbab al-
ibahah atau sebab dibolehkannya perbuatan
yang dilarang pada umumnya berkaitan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. *°

% Ahmad Wardi Muslich, Pengantar
dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Op
Cit., 85
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Kesimpulan

1.

Tentang eksistensi asas-asas dalam
hukum  pidana  ditinjau  dari
perspektif hukum Islam sebagai
berikut:

a. Aturan pokok pertama dalam
hukum Islam adalah Tiada
hukuman bagi perbuatan orang
yang berakal sehat sebelum ada
nash (ketentuan), maksudnya
setiap perbuatan mukallaf tidak
dapat dikatakan terlarang
sebelum adanya nash yang
melarangnya dan pelaku
mempunyai  kebebasan untuk
melakukan perbuatan tersebut
atau meninggalkannya hingga
ada nash yang melarangnya,
yang kedua adalah dasar segala
sesuatu adalah
dibolehkan/mubah, maksudnya
semua perbuatan atau sikap tidak
berbuat  dibolehkan  dengan
kebolehan yang asli bukan
kebolehan yang dinyatakan oleh
syara’ dan yang ketiga adalah
menurut  syara’ tidak ada
pembebanan  suatu  hukum
kecuali terhadap seorang
mukallaf yang berkemampuan

untuk  memahami  dalil-dalil
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pembebanan dan melaksanakan

hukum tersebut.
b. Keberadaan asas dalam suatu
hukum memberikan satu batasan
dan dasar legitimasi bagi hakim,
negara atau penegak hukum
untuk

lainnya menjalankan

hukum dalam memberikan suatu

keputusan atau  menjatuhkan
pidana terhadap orang-orang
yang perbuatannya dianggap
terlarang.

2. Faktor-faktor yang melandasi

pertanggungjawaban pidana;

a.

Hukum Islam mensyaratkan pada
pelaku pertanggungjawaban pidana
itu harus memiliki dua hal yaitu;
pengetahuan dan pilihan, keadaan
yang demikian mengharuskan bahwa
objek dari pertanggungjawaban itu
haruslah manusia (orang) karena
sangat alamiah bila manusia sebagai
makhluk yang memiliki kedua hal
tersebut. Sedangkan hewan
benda lainnya
untuk dapat dijadikan

objek dari

(binatang)  atau
mustahil
sebagai
pertanggungjawaban  pidana. Di
dalam hukum positif bahwa badan
hukum dapat dijadikan sebagai objek

dari pertanggungjawaban pidana

dengan disandarkan pada
penanggungjawab.
Faktor yang terpenting dalam

pertanggungjawaban pidana adalah
adanya perbuatan melawan hukum

yaitu melakukan perbuatan yang

dilarang atau meninggalkan
perbuatan  yang  diperintahkan,
meskipun demikian

pertanggungjawaban tersebut tetap
memiliki syarat yaitu mengetahui
dan memiliki pilihan

sebab dan

sebagai
keberadaan dari

musababnya.n

3. Pertanggungjawaban pidana nasional

di lihat dari perspektif hukum Islam;

a.

Pertanggungjawaban pidana
pertama-tama merupakan keadaan
yang ada pada diri pembuat ketika
melakukan tindak pidana, kemudian
pertanggungjawaban

pidana juga

berarti  menghubungkan  antara

keadaan pembuat tersebut dengan

perbuatan  dan  sanksi  yang
sepatutnya dijatuhkan.
Melawan hukum dikarenakan

kesalahan merupakan faktor penentu
bagi pertanggungjawaban pidana,
ada tidaknya kesalahan merupakan
penting bagi penegak hukum untuk
menentukan apakah seseorang itu

melakukan tindak pidana yang dapat
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dipertanggungjawabkan dan
karenanya patut di pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam
figih jinayah didasarkan pada tiga
prinsip; (/) Melakukan perbuatan
yang dilarang atau meninggalkan
perbuatan yang diwajibkan, (2)
Perbuatan tersebut dikerjakan atas
kemauan sendiri, artinya si pelaku
memiliki pilihan yang bebas untuk
melaksanakan atau tidak
melaksanakan dan (3) Si pelaku
mengetahui akibat dari perbuatan

yang dikerjakan itu.
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D. Ketentuan Lainnya
1. Editor dapat mengubah dan mengoreksi isi artikel tanpa memberitahukan kepada
penulis.
2. Artikel dapat dikirimkan ke: meulabohaceh@ymail.com, www.staidirundeng.ac.id,
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